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ABSTRAK 

 

 

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca dan 

polusi udara di Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap masalah perubahan iklim 

dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global 

akan pentingnya transisi menuju energi bersih, pemerintah Indonesia telah menunjukkan 

komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui Instruksi 

Presiden No. 7 Tahun 2022. Instruksi ini bertujuan untuk mempercepat penggunaan kendaraan 

bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) sebagai bagian dari strategi 

nasional dalam mengurangi emisi dan mencapai target net-zero emission. kebijakan ini 

diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan dalam penggunaan kendaraan bermotor, 

khususnya di sektor pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah pusat, 

daerah, dan BUMN diinstruksikan untuk memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik 

dalam operasional sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini juga mengamanatkan penyediaan 

infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan 

penerapan insentif yang dapat mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat 

luas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih 

menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya yang memadai, 

biaya konversi yang tinggi, serta ketersediaan dan keterjangkauan kendaraan listrik masih 

menjadi kendala utama. Selain itu, kesiapan teknologi, industri, dan masyarakat dalam 

mendukung transisi ini belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan 

antara apa yang diharapkan dari kebijakan ini (Das Sollen) dengan realitas yang terjadi di 

lapangan (Das Sein). Kesenjangan ini perlu dianalisis dan diatasi untuk memastikan bahwa 

tujuan strategis dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 dapat tercapai, sehingga Indonesia 

dapat bergerak lebih cepat menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif seperti menelaah teori 

kebijakan publik, juga menelaah kaidah tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al 

maslahat yang mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai 

landasan tehadap pembuatan suatu kebijakan imam. 

Kebijakan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang pengadaan kendaraan motor 

listrik membawa banyak dampak positif, namun juga menghadirkan beberapa tantangan dan 

dampak negatif. Biaya implementasi yang tinggi, kesenjangan akses, resistensi sosial, dampak 

lingkungan dari produksi dan pembuangan baterai, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, 

ketergantungan pada teknologi impor, dan potensi ketidakstabilan kebijakan adalah beberapa 

faktor yang perlu dikelola dengan hati-hati. Untuk memitigasi dampak negatif ini, diperlukan 

strategi yang komprehensif, termasuk dukungan kebijakan yang berkelanjutan, insentif untuk 

pengembangan teknologi lokal, program edukasi dan pelatihan, serta investasi dalam 

infrastruktur pengisian daya dan sistem daur ulang baterai yang efektif. Dengan pendekatan 

yang tepat, dan perspektif fiqih siyasah kebijakan ini dapat mencapai tujuan utamanya sambil 

meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. 

 

Kata kunci : kendaraan listrik, kebijakan, inpres No 7 tahun 2022 
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ABSTRACT 

 

Motorized vehicles are one of the main sources of greenhouse gas emissions and air 

pollution in Indonesia, which significantly contribute to climate change and declining public 

health. Along with increasing global awareness of the importance of transitioning to clean 

energy, the Indonesian government has demonstrated a strong commitment to reducing 

dependence on fossil fuels through Presidential Instruction No. 7 of 2022. This instruction 

aims to accelerate the use of battery-based electric motor vehicles (BEV) as part of the 

national strategy to reduce emissions and achieve the net-zero emission target. This policy is 

expected to encourage significant changes in the use of motorized vehicles, especially in the 

government sector and State-Owned Enterprises (BUMN). The central, regional, and BUMN 

governments are instructed to prioritize the use of electric vehicles in their daily operations. 

In addition, this policy also mandates the provision of supporting infrastructure such as public 

electric vehicle charging stations (SPKLU) and the implementation of incentives that can 

encourage the acceleration of electric vehicle adoption by the wider community. However, the 

reality on the ground shows that the implementation of this policy still faces various 

challenges. The limited availability of adequate charging infrastructure, high conversion 

costs, and the availability and affordability of electric vehicles are still the main obstacles. In 

addition, the readiness of technology, industry, and society in supporting this transition is not 

yet fully optimal. Thus, there is a gap between what is expected from this policy (Das Sollen) 

and the reality on the ground (Das Sein). This gap needs to be analyzed and addressed to 

ensure that the strategic objectives of Presidential Instruction No. 7 of 2022 can be achieved, 

so that Indonesia can move faster towards a cleaner and more sustainable future. 

This study uses a normative legal approach method such as examining public policy, 

also examining the principle of tasharruful imam 'ala al ra'iyyah manutun bi al maslahat 

which examines how the concept of maslahah will be used as a basis for making an imam 

policy. 

The Presidential Instruction Policy No. 7 of 2022 on the procurement of electric motor 

vehicles has many positive impacts, but also presents several challenges and negative impacts. 

High implementation costs, access gaps, social resistance, environmental impacts from battery 

production and disposal, limited charging infrastructure, dependence on imported technology, 

and potential policy instability are some of the factors that need to be carefully managed. To 

mitigate these negative impacts, a comprehensive strategy is needed, including continued 

policy support, incentives for local technology development, education and training programs, 

and investment in charging infrastructure and effective battery recycling systems. With the 

right approach, this policy can achieve its main objectives while minimizing the negative 

impacts that may arise. 

 

 

 

Keywords: electric vehicles, policy, Presidential Instruction Policy No. 7 of 2022 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman Kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب 

 Ta’ T Te ت 

 Ṡa’ ṡ Es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha KH Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal ẑ Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin SY Es dan ye ش 

 Ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 

B. Konsonan Rangkap 
 



x 
 

 Ditulis sunnah سنة

 Ditulis ‘illah علة 



xi 
 

C. Ta’ Marbûţah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis al-Mā’idah المائدة

 Ditulis Islāmiyyah إسالمية

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam 

bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan “H”. 

 ’Ditulis Karāmah Al-Auliyā كرامةاألولمياء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

atau h. 

 Ditulis Tijaroh ngantardin   را رن ْ    ن ةراا تج ْ  

 

D. Vokal Tunggal atau Pendek 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

---- َ---- Fathah Ditulis A 

---- َ---- Kasrah Ditulis I 

---- َ---- Dammah Ditulis U 

 Fathah + Alif 

 فال 

Ditulis Ā 

Falā 

2 Fathah + Ya’ Mati 

ْ  ى   بالهد    

Ditulis Ā Bil 

Hudā 

3  

Kasrah + Ya’ Mati 

نيرده م  

Ditulis Ī 

Muhtadin 

4 Dammah + Wau Mati 

 أمنوا

Ditulis Ū 

Uṣūl 
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E. Vokal Rangkap 
 

Fatha + ya’ mati 

نيرده م  

Ditulis Ai 

Muhtadin 

Fathah + wau mati 

 اشرروا 

Ditulis Au 

Istarou 

 

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Appostrof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
G. Kata Sedang Alif dan Lam 

a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “L” 

 
 ن رأقال

Ditulis  
Al-Qur’ān 

 
 القياس 

Ditulis  
Al-Qiyās 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya. 

 
 السماء

Ditulis  
As-Samā’ 

 
 الشمش 

Ditulis Asy-Syams 

 
 أمنوا

Ditulis Amaanu 

 
 م كسفنأ

Ditulis Anfusakum 

 
 م تج رك ش نئل

Ditulis  
La’in Syakartum 
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H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya, 
 

 
  ورفلاى ْ    وذ

 
Ditulis 

 
Zawi Al-Furūḍ 

 

 ة نسل ال ْ    ها
Ditulis Ahl As-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka peìrceìpatan peìlaksanaan proìgram peìnggunaan keìndaraan beìrmoìtoìr 

listrik beìrbasis bateìrai (batteìry eìleìctic ueìhicleìl seìbagai keìndaraan dinas oìpeìrasioìnal 

dan/atau keìndaraan peìroìrangan dinas instansi peìmeìrintah pusat dan peìmeìrintahan daeìrah, 

deìngan ini meìnginstruksikan keìpada Para meìnteìri dan kabineìt indoìneìsia maju,Seìkreìtaris 

kabineìt, Keìpala Staf Keìpreìsideìnan, Jaksa Agung Reìpublik Indoìneìsia, Panglima Teìntara 

Nasioìnal Indoìneìsia, Keìpala Keìpoìlisian Neìgara Reìpublik Indoìneìsia, Para Keìpala Leìmbaga 

Peìmeìrintah Noìn-Keìmeìnteìrian, Para Pimpinan Keìseìkreìtariatan Leìmbaga Neìgara, Para 

Gubeìrnur, Para Bupati/Wali Kota, untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan 

pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery 

electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas 

instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas 

operasional danlatau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah saat ini, pertama menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau 

kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan 

bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) sebagai kendaraan dinas 

operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah, kedua menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk 

mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik 

berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau 

kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan 

meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric 

vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi 

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui 

pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) dan/atau 
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program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis 

baterai (battery electric vehicle).1 

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih 

menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya yang memadai, 

biaya konversi yang tinggi, serta ketersediaan dan keterjangkauan kendaraan listrik masih 

menjadi kendala utama. Selain itu, kesiapan teknologi, industri, dan masyarakat dalam 

mendukung transisi ini belum sepenuhnya optimal. 

Peìnggunaan moìtoìr listrik meìnjadi foìkus keìbijakan nasioìnal, seìbagaimana yang 

teìrcantum dalam Instruksi Preìsideìn Noì 7 Tahun 2022. Meìskipun tujuannya jeìlas dalam 

meìngurangi eìmisi gas rumah kaca dan meìndoìroìng keìbeìrlanjutan lingkungan, peìrlu 

dilakukan eìvaluasi meìnyeìluruh teìrhadap dampak keìbijakan ini teìrhadap beìrbagai aspeìk, 

teìrmasuk infrastruktur, industri oìtoìmoìtif, aspeìk eìkoìnoìmi, dan lingkungan.2 

Peìrtumbuhan poìpulasi keìndaraan beìrmoìtoìr dan peìningkatan eìmisi gas rumah kaca 

meìnjadi tantangan seìrius bagi keìbeìrlanjutan lingkungan di seìluruh dunia, teìrmasuk di 

Indoìneìsia. Dalam meìnghadapi tantangan ini, Instruksi Preìsideìn Noì 7 Tahun 2022 

meìngeìnai peìngadaan moìtoìr listrik diharapkan meìnjadi langkah strateìgis untuk meìngurangi 

dampak neìgatif dari peìnggunaan keìndaraan koìnveìnsioìnal. Meìskipun deìmikian, 

impleìmeìntasi keìbijakan ini meìmeìrlukan eìvaluasi meìnyeìluruh untuk meìmahami seìjauh 

mana dampaknya dan untuk meìngeìvaluasi apakah tujuan keìbeìrlanjutan teìrcapai. 

Peìrtumbuhan eìkoìnoìmi yang peìsat di Indoìneìsia teìlah diikuti oìleìh peìningkatan 

signifikan dalam jumlah keìndaraan beìrmoìtoìr koìnveìnsioìnal. Hal ini tidak hanya 

meìningkatkan keìmaceìtan lalu lintas teìtapi juga meìnjadi sumbeìr utama eìmisi gas rumah 

kaca, meìnyumbang pada peìrubahan iklim gloìbal. 

Instruksi Preìsideìn Noì 7 Tahun 2022 meìmiliki tujuan mulia untuk meìmpeìrceìpat 

adoìpsi moìtoìr listrik seìbagai alteìrnatif ramah lingkungan. Namun, keìbeìrhasilan keìbijakan 

ini dalam meìncapai tujuan keìbeìrlanjutan lingkungan masih meìmeìrlukan peìnilaian 

meìnyeìluruh. 

 
1 Intruksi preìsideìn Noìmoìr 7 Tahun 2022 teìntang peìnggunaan keìndaraan beìrmoìtoìr listrik beìrbasis bateìrai (batteìry 

eìleìctric veìhicleì) seìbagai keìndaraan dinas oìpeìrasioìnal dan/atau leìndaraan peìroìrangan dinas instansi peìmeìrintah pusat 

dan peìmeìrintah daeìrah. 
2 ibid 
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Keìbeìrhasilan impleìmeìntasi moìtoìr listrik sangat teìrgantung pada keìteìrseìdiaan 

infrastruktur peìngisian daya yang meìmadai. Peìrtanyaan meìngeìnai seìjauh mana 

infrastruktur ini dikeìmbangkan dan dapat meìndukung peìrtumbuhan moìtoìr listrik peìrlu 

dijawab. 

Deìngan adoìpsi moìtoìr listrik, ada peìrubahan paradigma dalam industri oìtoìmoìtif. 

Bagaimana peìrusahaan oìtoìmoìtif meìnyeìsuaikan diri deìngan peìrubahan ini dan apakah 

teìrdapat implikasi eìkoìnoìmi signifikan peìrlu meìnjadi foìkus peìneìlitian. 

Peìneìtrasi moìtoìr listrik juga beìrdampak pada masyarakat dan eìkoìnoìmi. Studi 

meìndalam dipeìrlukan untuk meìmahami apakah moìtoìr listrik meìmbeìrikan manfaat 

eìkoìnoìmi dan soìsial yang signifikan, seìrta bagaimana adoìpsi ini meìmeìngaruhi peìrilaku 

koìnsumeìn. 

Keìbeìrhasilan keìbijakan ini beìrgantung pada dukungan dan keìpatuhan masyarakat. 

Bagaimana peìrseìpsi masyarakat teìrhadap moìtoìr listrik dan seìjauh mana meìreìka patuh 

teìrhadap keìbijakan peìrlu dikaji leìbih lanjut. 

Meìskipun moìtoìr listrik dianggap leìbih ramah lingkungan, peìrlu dipahami seìcara 

meìnyeìluruh dampak lingkungan dari siklus hidup moìtoìr listrik, teìrmasuk proìduksi, 

peìnggunaan, dan peìmbuangan bateìrai. 

Deìngan meìmahami latar beìlakang koìmpleìksitas ini, peìneìlitian ini diharapkan dapat 

meìmbeìrikan pandangan hoìlistik teìrhadap keìbijakan peìngadaan moìtoìr listrik dan 

meìmbeìrikan koìntribusi pada peìngeìmbangan strateìgi keìbeìrlanjutan yang eìfeìktif di tingkat 

nasioìnal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang yang teìlah diuraikan,maka dalam hal ini peìneìliti akan 

meìmfoìkuskan kajian keì dalam dua poìkoìk masalah seìbagai beìrikut : 

1. Bagaimana Pengadaan Motor Listrik menurut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 

dan Bagaimana Dampak dari Kebijakan Tersebut ?  

2. Bagaimana Dampak Peìngadaan keìndaraan listrik perspektif  Mashalahat ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa keìbijakan peìngadaan moìtoìr listrik beìrdasarkan 

instruksi preìsideìn Noì 7 tahun 2022 beserta Dampaknya 
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2. Untuk menganalisa dampak peìngadaan keìndaraan listrik perspektif  Mashalahat 

 

D. Telaah Pustaka 

Peìrtama, dalam jurnal karya Mahardhika Beìrliandaldoì, Ari Praseìtioì “Analisa 

Hukum atas Keìbijakan Peìngeìmbangan dan Peìmanfaatan Keìndaraan Beìrmoìtoìr Listrik 

pada Seìktoìr Pariwisata Indoìneìsia”.hasil dari peìneìlitin ini Dalam keìteìrkaitan deìngan 

seìktoìr pariwisata, keìbijakan teìrkait peìmanfaatan keìndaraan listrik teìlah seìsuai deìngan 

koìnseìp pariwisata beìrkeìlanjutan yang teìrtuang dalam beìrbagai peìraturan dan keìbijakan 

seìpeìrti UU Noì.17/2007;UU Noì.10/2009;dan PP Noì.50/2011, seìrta Peìraturan meìnteri 

pariwisata dan eìkonomi kreatif Noì. 9/2021. Seìbagai Langkah peìrceìpatan impleìmeìntasi 

keìndaraan beìrmoìtoìr listrik pada seìktoìr pariwisata, seìsuai deìngan Inpreìs Noì. 7/2022 yaitu 

meìngintruksikan dalam peìmanfaatan KBLBB pada seìluruh deìstinasi pariwisata di 

Indoìneìsia. Deìngan deìmikian prinsip keìbeìrlanjutan dalam peìraturan teìrseìbut seìsuai deìngan 

prinsip-prinsip beìrkeìlanjutan pada aspeìk lingkungan, eìkoìnoìmi, dan soìsial budaya. 

Meìtoìdoìloìgi peìneìlitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah meìtoìdeì kualitatif deìngan 

peìndeìkatan deìsk study, deìngan meìnggunakandata seìkundeìr yang beìrasal daribuku, 

liteìratureì proìsiding & jurnal, lapoìran kajian, dan lapoìran statistik, seìrta lapoìran-lapoìran 

teìrpilih lainnya yang dianalisis meìlalui peìndeìkatan deìskriptif analitis.3 

Keìdua, dalam jurnal karya Audreìy Ramadhina R, Fatma Ulfatun Najicha “Reìgulasi 

Keìndaraan Listrik di Indoìneìsia Seìbagai Upaya Peìngurangan Eìmisi Gas” hasil dari 

peìneìlitian ini Peìmeìrintah teìlah meìncanangkan dan teìlah meìndukung peìmbuatan keìndaraan 

listrik di Indoìneìsia seìbagai upaya peìngurangan eìmisi dan poìlusi udara seìrta meìndukung 

proìduksi anak bangsa. Seìlain itu dukungan dari peìmeìrintah juga beìrupa aturan dan reìgulasi 

meìngeìnai eìksisteìnsinya keìndaraan listrik seìhingga masyarakat nantinya akan teìrlindung 

oìleìh hukum.4 

Keìtiga, dalam jurnal karya Adhitia Eìrfina, Rita Ajeìng Leìstari “Analisis Seìntimeìn 

teìrhadap Keìndaraan Listrik meìnggunakan Algoìritma Naïveì Bayeìs” hasil dari peìneìlitian 

ini meìmpeìrlihatkan bahwa seìbagian beìsar masyarakat masih ragu teìrhadap kualitas dari 

 
3 Mhahardhika Beìrliandaldoì “Analisa Hukum atas Keìbijakan Peìngeìmbangan dan Peìmanfaatan Keìndaraan 

Beìrmoìtoìr Listrik pada Seìktoìr Pariwisata Indoìneìsia” Sanskara Hukum dan HAM Voìl. 01, Noì. 02 ( Deìseìmbeìr, 2023) 
4 Audreìy Ramadhina dkk “Reìgulasi Keìndaraan Listrik di Indoìneìsia Seìbagai Upaya Peìngurangan Eìmisi Gas” jurnal 

Hukum Voìlumeì 8 Issueì 2, 2022 
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keìndaraan listrik. Beìlum meìratanya listrik di Indoìneìsia meìnjadi salah satu alasan 

banyaknya seìntimeìn neìgatif didapatkan. Maka dari itu diharapkan peìmeìrintah dapat 

meìreìalisasikan peìmrataan sumbeìr daya listrik di Indoìneìsia seìrta meìnginfoìrmasikan leìbih 

dalam keìpada masyarakat peìrihal keìuntungan atau manfaat yang didapatkan deìngan 

adanya transpoìrmasi keìndaraan ini.5 

Keìeìmpat, dalam jurnal karya Cakrawati Sudjoìkoì “Strateìgi Peìmanfaatan 

Keìndaraan Listrik Beìrkeìlanjutan Seìbagai Soìlusi Untuk Meìngurangi Eìmisi Karboìn” hasil 

dari peìneìlitian ini Keìndaraan listrik dapat meìmbantu meìngatasi masalah peìnceìmaran udara 

di peìrkoìtaan. Beìrdasarkan toìtal eìmisi COì2 yang dikeìluarkan, teìrdapat 3 koìmpoìneìn yang 

paling beìrpeìngaruh teìrhadap tingginya eìmisi, yaitu seìktoìr keìlistrikan (42%), transpoìrtasi 

(23%), dan peìrumahan (6%). Saat ini, peìmeìrintah seìdang meìndoìroìng peìngeìmbangan 

infrastruktur keìndaraan listrik dan stasiun peìngisian daya meìlalui Peìraturan Preìsideìn Noì. 

55/2019. Peìneìlitian ini dilakukan meìnggunakan meìtoìdeì Kualitatif. Teìknik peìngumpulan 

data meìnggunakan data seìkundeìr yaitu beìrupa analisa deìskriptif beìrbagai reìfeìreìnsi jurnal, 

buku, lapoìran, inteìrneìt dan lainnya.6 

Keìlima, dalam jurnal karya Victoìr Tulus Pangapoìi Sidabutar “Kajian 

peìngeìmbangan keìndaraan listrik di Indoìneìsia: proìspeìk dan hambatannnya” hasil dari 

peìneìlitian ini adalah Peìrlu adanya turunan yang jeìlas dari Peìraturan Preìsideìn Noìmoìr 55 

Tahun 2019 yang teìrbit pada 12 Agustus teìntang peìrceìpatan proìgram Keìndaraan Beìrbasis 

Listrik yang dianggap dapat meìnjadi peìmbuka eìra keìndaraan listrik di Indoìneìsia. Aturan 

turunan ini diharapkan dapat meìnjadi paying hukum bagi inveìstoìr yang ingin masuk keì 

Indoìneìsia agar meìndapat keìpastian hukum dalam meìngeìmbangkan inveìstasinya. 

Meìtoìdoìloìgi peìneìlitian yang digunakan didasari teìoìri analisis Poìrteìr's Fiveì Foìrceìs adalah 

moìdeìl yang digunakan untuk meìngideìntifikasi dan meìnganalisis lima keìkuatan koìmpeìtitif 

yang meìmbeìntuk suatu industri dan meìmbantu meìneìntukan keìleìmahan dan keìkuatan 

industri.7 

 
5 Adhitia Eìrfina, dkk “Analisis Seìntimeìn teìrhadap Keìndaraan Listrik meìnggunakan Algoìritma Naïveì Bayeìs” Jurnal 

Sisteìm Infoìrmasi Voìl 12, Noì 1, (Januari 2023). 
6 Cakrawati Sudjoìkoì “Strateìgi Peìmanfaatan Keìndaraan Listrik Beìrkeìlanjutan Seìbagai Soìlusi Untuk Meìngurangi 

Eìmisi Karboìn” Jurnal Paradigma Voìl. 2 Noì 2 (2021). 
7 Victoìr Tulus Pangapoìi Sidabutar “Kajian peìngeìmbangan keìndaraan listrik di Indoìneìsia: proìspeìk dan 

hambatannnya” Jurnal Paradigma Eìkoìnoìmika Voìl.15.Noì.1, (Januari –Juni 2020). 
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Keìeìnam, dalam jurnal karya Moìchammad Aziz, Yoìsua Marceìllinoì, Intan Agnita 

Rizki, Sri Anwar Ikhwanuddin, Joìni Weìlman Simatupang “Studi Analisis Peìrkeìmbangan 

Teìknoìloìgi Dan Dukungan Peìmeìrintah Indoìneìsia Teìrkait Moìbil Listrik” hasil dari 

peìneìlitian ini Peìmeìrintah Indoìneìsia sangat meìndukung peìngeìmbangan dan peìmasaran 

moìbil listrik deìngan diteìrbitkannya Peìrpreìs Noì. 55 Tahun 2019 teìntang Peìrceìpatan 

Proìgram Beìrbasis Bateìrai untuk Transpoìrtasi Jalan. Peìmeìrintah beìrkoìmitmeìn dalam 

peìngeìmbangan sisteìm eìneìrgi transpoìrtasi yang meìngarah pada keìbijakan keìndaraan 

beìrbasis listrik (KBL). Salah satu cara agar masyarakat teìrtarik meìnggunakan keìndaraan 

beìrbasis listrik (KBL) seìpeìrti moìbil listrik adalah deìngan cara meìmbeìrikan inseìntif seìpeìrti 

peìngurangan pajak keìndaraan dan beìrsifat beìbas dari proìgram ganjil geìnap di jalan raya 

seìpeìrti di ibukoìta neìgara. Meìtoìdoìloìgi peìneìlitian ini adalah surveìi liteìratur dari Inteìrneìt 

(seìcoìndary reìsoìurceìs). Dalam studi surveìi yang digunakan adalah Systeìmatic Liteìratureì 

Reìvieìw (SLR). Dalam proìseìs peìncariannya digunakan dua kata kunci. Kata kunci peìrtama 

adalah ”Eìleìctrical Veìhicleì”. Hasil yang muncul dalam peìncarian kata kunci peìrtama 

meìncapai leìbih dari tiga juta buku, artikeìl atau jurnal. Seìlanjutnya kata kunci yang keìdua 

adalah “Dukungan Peìmeìrintah Indoìneìsia Teìrhadap Moìbil Listrik”.8 

Beìrbeìda deìngan beìbeìrapa teìlaah pustaka yang teìlah dipaparkan diatas, dalam 

tulisan ini peìnulis ingin meìmfoìkuskan Bagaimana Pengadaan Motor Listrik menurut 

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022 dan Bagaimana Dampak dari Kebijakan Tersebut 

serta Bagaimana Dampak Peìngadaan keìndaraan listrik perspektif  Mashalahat 

 

E. Kerangka Teori 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan tidak hanya dilihat sebagai isu administratif, tetapi juga sebagai isu 

politik. Karena melibatkan penggunaan kekuasaan, ketertiban umum terjadi dalam 

konteks kekuasaan tertentu. Ini berarti ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang 

menerima pemahaman tersebut. Pengelolaan kebijakan publik tidak hanya menyangkut 

substansi atau isi kebijakan, tetapi juga mencakup pengelolaan kebijakan sebagai 

 
8  jurnal karya Moìchammad Aziz, dkk “Studi Analisis Peìrkeìmbangan Teìknoìloìgi Dan Dukungan Peìmeìrintah 

Indoìneìsia Teìrkait Moìbil Listrik” jurnal teìsla VOìL. 22 Noì. 1( Mareìt 2020). 
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proses, di mana dinamika politik berlangsung melalui interaksi antara berbagai aktor 

dengan kepentingan yang berbeda.9  

Ilmu kebijakan dan studi kebijakan mulai berkembang sebagai bidang penelitian di 

Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Namun, gagasan tentang ilmu politik yang 

berorientasi pada kebijakan sebenarnya telah muncul sebelum tahun 1950-an melalui 

karya Lerner, Pool, dan Lasswell. Lasswell menekankan kepada para peneliti di bidang 

publik dan politik tentang pentingnya pendekatan politik dalam memahami masalah 

sosial. Studi politik diharapkan dapat mencegah masuknya nilai-nilai dan kepentingan 

pribadi birokrat negara ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Studi 

kebijakan publik berkembang dengan sangat cepat sehingga memunculkan berbagai 

gagasan atau paradigma ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat ini terjadi karena 

beberapa alasan, misalnya :10 

1. Lahirnya dualitas politik administratif Wilson, menyebutkan dalam artikelnya 

perbedaan antara politik dan administrasi. Para ahli ilmu politik dan administrasi 

24 pemerintahan mengkhawatirkan campur tangan birokrasi yang berlebihan dalam 

perumusan kebijakan publik. 

2. Tujuan pengembangan riset strategi menurut harapan Lasswell adalah untuk 

menghasilkan kriteria politik yang rasional dan mampu mencegah birokrat dan 

birokrasinya mengejar kepentingannya sendiri dalam perumusan strategi. 

3. Meningkatnya permintaan publik akan kualitas tindakan yang diambil. Modernitas 

masyarakat yang lebih tinggi, yang ditandai dengan perkembangan teknologi ilmu 

pengetahuan, meningkatkan rasionalitas masyarakat. 

Ketika membahas kebijakan publik, hal ini selalu terkait dengan peran pemerintah di 

setiap negara. Ketika pemerintah dihadapkan pada suatu masalah, politik menjadi alat 

untuk mencari solusi. Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat tentu 

memerlukan perhatian dari pemerintah. Agar kebijakan publik efektif dalam mengatasi 

masalah, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi kebijakan tersebut. Setiap tindakan pemerintah didasarkan pada keputusan 

 
9 Anis ribcalia setiana, dkk., kebijakan publik: teori, formulasi dan aplikasi (padang: PT global eksekutif teknologi, 

2022) hal. 23. 
10 ibid 
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yang telah diambil. Apa yang diputuskan demi kepentingan umum disebut sebagai 

ketertiban umum. Kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang 

dapat diakses oleh masyarakat dikenal sebagai pelayanan publik. Kebijakan dan 

pelayanan publik mencerminkan dua tugas utama yang harus dijalankan oleh 

pemerintah. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pembangunan 

kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keinginan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi semua orang, sehingga tercapai tingkat kesehatan 

masyarakat yang optimal.11 

Implementasi kebijakan pemerintahan adalah usaha untuk secara efektif 

menyediakan pelayanan publik dalam situasi mendesak. Ini termasuk situasi darurat 

yang memerlukan penyelesaian cepat terkait dengan kepentingan masyarakat. Dalam 

kondisi tersebut, masalah harus diatasi segera meskipun undang-undang mungkin 

belum mengaturnya secara spesifik. Situasi darurat ini juga bisa timbul akibat 

kesalahan pejabat administrasi dalam melaksanakan kebijakan atau karena diskresi 

pemerintah.12 

Proses pembangunan dapat direpresentasikan melalui pedoman yang bersifat 

mengikat dan mengatur. Agar kebijakan dapat mendukung kesuksesan pembangunan, 

diperlukan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik. Kebijakan merupakan 

program yang dirancang dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Menurut Keefe, 

keputusan kebijakan memerlukan perilaku yang konsisten dari pembuat kebijakan dan 

pelaksana. Variabel dalam pembuatan kebijakan didasarkan pada alat dasar kebijakan 

yang mencerminkan berbagai aspek dan memerlukan pemahaman logis, keterlibatan 

lembaga, serta formalisasi proses dan mekanisme dalam merumuskan kebijakan. 

Kebijakan bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda, 

tetapi harus memiliki peran sebagai pemberi nilai. Dalam merumuskan kebijakan 

publik dengan baik, faktor dominan yang mempengaruhinya adalah kepercayaan. 

Diskusi mengenai hal ini sering kali menggunakan istilah "public trust," yang mengacu 

pada pemahaman luas tentang pihak-pihak yang terlibat dan implikasi kebijakan 

 
11 Ibid, hal 24. 
12 Ibid, hal 25. 
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tersebut. Sebagai dasar untuk memahami makna publik, sejumlah orang memiliki 

kesamaan dalam pikiran, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang dianggap baik 

dan benar, berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku.13 

Intisari dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif 

dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan publik mengartikulasikan nilai, 

norma, dan etika sebagai dasar praktik pemerintahan. Tujuan dan sasaran kebijakan 

harus jelas, karena mereka menentukan arah yang ingin dicapai dan merupakan faktor 

penting yang tidak boleh diabaikan. Kebijakan dan kepercayaan publik saling terkait 

dan dapat mempengaruhi efektivitas serta kondisi publik secara keseluruhan. 

Efektivitas kebijakan publik dapat dicapai melalui pelaksanaan pelayanan yang lancar, 

penciptaan ketertiban administrasi, penghindaran mal-administrasi, penyederhanaan 

mekanisme, dan kemudahan pelaksanaan. Masyarakat yang kondusif dibangun melalui 

kesamaan persepsi terhadap kebijakan, kemudahan pemahaman dan pelaksanaan 

kebijakan, serta tingginya dukungan terhadap kebijakan. Kondisi publik yang kondusif 

dapat menjadi pendorong dan semangat bagi efektivitas kebijakan, dan sebaliknya, 

kebijakan yang efektif juga dapat menciptakan kondisi publik yang lebih kondusif.14 

Upaya menciptakan kepercayaan masyarakat dilakukan sejak usulan rancangan 

kebijakan dilakukan. Pencegahan dan identifikasi kebutuhan serta norma dimasyarakat 

merupakan langkah penting agar tercipta kebijakan efektif. Maka dari itu, terdapat 

prinsip perlu diperhatikan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat:15 

1. Kebijakan dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam 

menyelesaikan permasalahan public (tanggung jawab) 

2. kebijakan publik dibuat harus diperhatikan norma masyarakat yang ada; 

3. Muatan kebijakan publik agar mengakomodir kepentingan yang seimbang 

secara proporsional, objektif, dan adil. Kebijakan publik wajib antisipatif dan 

prediktif terhadap perkembangan masa depan 

 
13 ibid 
14 Ibid, hal 26. 
15 ibid 
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4. Pada implementasi harus dilaksanakan dengan konsisten, tegas, dan akuntabel, 

serta mengikat ke semua pihak yang memiliki kepenting tanpa ada pembeda; 

5. Terdapat proses internalisasi, sosialisasi secara intensif sehingga dapat 

dipahami dan persepsikan kepada kebijakan yang sifatnya membangun dengan 

baik 

6. Proses pemantauan dan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan dengan 

sistematis dan berkordinasi. 

Membangun kepercayaan publik memang merupakan tantangan, namun hal ini 

bukanlah sesuatu yang mustahil. Kepercayaan publik adalah kebutuhan yang dapat 

dikembangkan melalui berbagai strategi. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat 

untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut. Kebijakan publik, sebagai produk 

politik pemerintah, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, politik, dan 

negara secara lebih luas. Kebijakan ini berupaya mengatur proses dan mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan keadaan yang kondusif. Dalam 

lingkungan kebijakan publik, biasanya terdapat dua bagian yang saling terkait: 

internal dan eksternal. Pembahasan ini dibagi menjadi dua istilah. Pertama, adalah 

"publik batin," yaitu pihak-pihak yang terlibat dan terkena dampak langsung dari 

kebijakan publik. Kedua, adalah "masyarakat luar" atau masyarakat luas, yang 

secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut.16 

Untuk menumbuhkan kebijakan publik secara efektif, kepercayaan publik 

adalah faktor utama. Kebijakan akan lebih efektif jika didukung oleh tingkat 

kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kepercayaan masyarakat baik dari publik 

internal maupun eksternal harus saling mendukung dan berfungsi sebagai 

penyeimbang peran masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat 

kebijakan untuk selalu menyadari dan berusaha membangun kepercayaan 

masyarakat. Upaya untuk membangun kepercayaan ini harus memerhatikan 

prinsip-prinsip penting selama proses perumusan kebijakan. Prinsip-prinsip ini 

perlu diperhatikan sejak awal perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. 

Konsistensi, ketegasan, dan akuntabilitas harus dijaga agar kebijakan publik dapat 

 
16 Ibid, hal 27 
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dilaksanakan secara efektif. Implementasi kebijakan adalah kunci utama dalam 

mencapai efektivitas tersebut.17 

Konsep isomorfisme kebijakan berfungsi sebagai kerangka analisis untuk 

memahami pembuatan kebijakan nasional dalam sistem pendidikan global dengan 

menggabungkan wawasan dari teori kelembagaan, studi kebijakan publik, dan 

penelitian pendidikan. Isomorfisme kebijakan berkaitan dengan penerapan prinsip 

isomorfisme kelembagaan dalam analisis kebijakan. Makalah ini menyoroti 

bagaimana mekanisme dan kegunaan isomorfisme kebijakan dapat digunakan 

untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap kebijakan pendidikan nasional, 

sambil juga menggarisbawahi batasan teoretis dari pendekatan ini. Peneliti 

disarankan untuk memperluas perspektif mereka ketika menggunakan lensa 

isomorfisme kebijakan.18 

Sahlberg menemukan bahwa pemanasan domestik melalui pembuatan api 

adalah praktik kuno yang sangat terkait dengan kebutuhan sosial dan emosional 

manusia, serta penting untuk bertahan hidup di daerah dingin dan terpencil. 

Kemungkinan penerimaan dan ketaatan terhadap kebijakan akan lebih tinggi jika 

kebijakan tersebut tidak dianggap bertentangan langsung dengan kebutuhan-

kebutuhan ini: pengaturan emosi dasar, rasa tradisi dan koneksi sosial, serta 

manajemen krisis pribadi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa para 

pengunjuk rasa sering bertindak di luar perspektif keberlanjutan, meskipun dalam 

konteks di mana penggunaan perangkat yang berkelanjutan dihargai lebih dari 

keausan yang disebabkan oleh teknologi yang sudah ketinggalan zaman.19 

Secara tradisional, efektivitas kebijakan pembangunan diukur melalui 

perubahan indikator ekonomi, seperti produk domestik bruto (PDB), tingkat 

pengangguran, atau inflasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sosiolog, 

ilmuwan politik, dan ekonom telah mengemukakan bahwa indikator ekonomi saja 

tidak memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif tentang dampak 

 
17 ibid 
18 Ibid, hal 28. 
19 Ibid 
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kebijakan publik. Di Victoria, sistem aman telah menjadi pendekatan utama untuk 

keselamatan jalan selama lebih dari lima belas tahun, memandu pengembangan dan 

implementasi kebijakan. Namun, perhatian terhadap pengembangan dan penerapan 

sistem aman dalam tatakelola kebijakan publik masih terbatas, dan perlu dianalisis 

sejauh mana sistem ini sesuai dengan model kebijakan publik yang sukses. 

Keterlibatan dalam berbagai publikasi kebijakan telah mempengaruhi 

kebijakan pemerintah terkait kesehatan masyarakat, dan ada upaya aktif untuk 

melibatkan publik dalam memahami pentingnya ilmu saraf untuk kesehatan mental. 

Selain itu, konsep jasa ekosistem (ES) telah mendapatkan perhatian di kalangan 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan lingkungan, tetapi masih 

sedikit diketahui tentang sejauh mana konsep ES ini telah diterjemahkan ke dalam 

kebijakan publik.20 

Menjangkau publik yang lebih luas melalui media sosial dan meningkatkan 

antarmuka pengguna basis data dapat meningkatkan partisipasi, keterlibatan 

pengguna, dan representasi internasional. Setelah perbaikan ini diterapkan, tujuan 

kami adalah untuk mengukur tingkat penyerapan serta merefleksikan evolusi, 

alasan, dan kemungkinan perubahannya. Moffer memberikan nilai tambah dengan 

menggambarkan langkah-langkah dalam proses menuju perumusan kebijakan yang 

terpadu. Tujuan dari operasionalisasi ini adalah untuk membantu pembuat 

kebijakan dan peneliti dalam mengidentifikasi kasus-kasus terintegrasi yang tepat. 

Roda Perubahan Perilaku terbukti menjadi kerangka kerja yang efektif untuk 

mengembangkan kriteria operasional dalam menilai keadaan kebijakan kesehatan 

masyarakat terpadu saat ini dalam praktik.21 

Istilah kebijakan publik sangat terkait dengan pemerintahan karena 

kebijakan tersebut merupakan peraturan yang wajib dipatuhi dan memiliki bentuk 

tertulis yang umum. Kebijakan ini menjadi modal dasar bagi pemerintah untuk 

mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik 

berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui otoritas 

 
20 Ibid, hal 29. 
21 ibid 
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peraturan yang dimilikinya. Masyarakat diharapkan mematuhi semua ketentuan 

yang ditetapkan dan diumumkan oleh pemerintah daerah. Meskipun bersifat 

koersif, kebijakan publik tetap sah dan diakui berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Kebijakan publik memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari 

masyarakat di suatu negara.22 

Kebijakan adalah kumpulan prinsip dan konsep yang digunakan untuk 

menangani suatu masalah. Ini merupakan rencana yang dibangun berdasarkan 

berbagai dasar pembuatan yang relevan dalam konteks pekerjaan, tindakan, dan 

kepemimpinan untuk menghadapi tantangan. Kebijakan kemudian dikeluarkan 

sebagai pedoman aturan bertindak. Kebijakan publik adalah aturan yang telah 

disepakati dan digunakan untuk mengatur individu, kelompok, dan pemangku 

kebijakan. Tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya. Pengertian kebijakan publik mencakup makna yang luas dan juga 

dapat dibatasi oleh konteks kebijakan itu sendiri.23 

Dari sudut pandang terminologi, makna kebijakan publik bisa bervariasi 

tergantung pada perspektif individu. Secara umum, kebijakan publik merujuk pada 

otoritas pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berhubungan 

dengan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah digunakan untuk 

mengatur kehidupan sosial dalam berbagai aspek. Kebijakan terkait keuangan, 

misalnya, biasanya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan 

publik umumnya dimulai dengan rumusan masalah yang ada. Ruang lingkup 

kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang dan sektor.24 

Kebijakan publik merupakan elemen yang esensial dalam politik, karena 

politik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Proses pencapaian tujuan tersebut 

tentunya memerlukan waktu. Dalam konteks ini, terdapat hubungan antara dua 

pihak: pemerintah dan masyarakat. Ketertiban umum merupakan langkah yang 

diambil oleh pemerintah dan pejabat yang menjalankan kekuasaan untuk 

 
22 Ibid, hal 30. 
23 ibid 
24 ibid 
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memastikan tertib dan efektifitas. Pekerjaan ini dilakukan di semua tingkatan 

pemerintahan dengan harapan bahwa upaya yang dilakukan dapat secara efektif 

memecahkan masalah yang ada.25 

Kebijakan publik adalah acuan kompleks yang muncul dari keputusan 

kolektif yang saling bergantung. Proses ini dilakukan di berbagai instansi dan 

lembaga pemerintah. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai hipotesis yang 

mencakup kondisi awal dengan konsekuensi yang telah diprediksi. Kebijakan 

publik harus dibedakan dari politik yang dipengaruhi oleh aktor non-pemerintah. 

Kebijakan publik melibatkan hubungan antara pemerintah dan lingkungan, serta 

mencakup berbagai bidang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk 

memahami makna luas dari kebijakan publik dengan baik.26 

Kebijakan publik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat. Proses ini dapat terjadi baik secara langsung maupun 

melalui berbagai lembaga yang memiliki pengaruh di masyarakat. Kebijakan 

publik berfungsi sebagai tindakan konkret dari pemegang kekuasaan terhadap 

masyarakat dalam ruang lingkupnya. Karena mencakup berbagai bidang, kebijakan 

publik memiliki lingkup yang luas, melibatkan sektor-sektor seperti kesehatan, 

pendidikan, transportasi, dan pembangunan lainnya. Beberapa aspek dalam 

kebijakan publik meliputi kajian perilaku birokrasi dan elit politik yang berkaitan 

dengan keputusan kebijakan. Peran kelompok kepentingan dalam proses politik 

biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta kekhawatiran umum dan 

isu-isu yang ada di antara aktor politik yang terlibat dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan.27 

Ada tujuan tertentu yang ingin dicapai ketika merumuskan kebijakan untuk 

publik atau masyarakat. Ketertiban umum berhasil tercapai ketika kondisi di 

lapangan sesuai dengan fakta-fakta yang diinginkan. Agar kebijakan dianggap etis, 

setidaknya harus memenuhi standar berikut: tujuan awal harus terpenuhi sesuai 

 
25 Ibid, hal 31. 
26 ibid 
27 ibid 
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dengan harapan. Kemunculan kebijakan publik bersifat rasional dan bergantung 

pada fakta. Perilaku yang terkait dengan ketertiban umum harus jelas dan diketahui 

oleh publik. Kebijakan publik dirancang dengan orientasi ke depan untuk 

memastikan relevansi dan efektivitasnya28 

2. Teori maslahah 

Secara bahasa tasharruf  berarti tindakan29, kebijakan30, atau kebijaksanaan31. 

Manuthun berarti berkaitan, berhubungan32, bergantung33, atau “berorientaasi 

kepada”34.Al-maslahah berarti kemaslahatan, kepentingan. Sama pengertiannya 

dengan Al-faidah yang berarti faedah atau kemanfaatan.35 

Kata Al-maslahah berasal dari solaha dengan penambahan “alif” diawalnya yang 

secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Adalah mashdar 

dengan arti kata shalāh yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan.36 

Adapun maslahah secara definitive antara lain dikemukakan oleh Al-Ghazali 

Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum), Adapun al-Khawarizmi 

mendefinisikan Memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum) dengan cara 

menghindari kerusakan dari manusia.37 

Kata maslahah ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “Sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan“.38Adapun pengertian maslahah dalam  bahasa Arab 

berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti 

yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi  manusia, baik dalam arti 

menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau 

 
28 Ibid, hal 32. 
29 Adib Bisri, Munawwir AF., Kamus al-Bisri,(Surabaya; Pustaka Progressif, 1999), hal. 407. 
30 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta, 

Kencana; 2006), cet-4, hal. 147. 
31 Abdul Mudjib. Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-62 
32 ibid 
33 A. Djazuli, Op.cit. hal. 147 
34 Ibid., hal. 148. 
35 Adib Bisri, Op.cit. hal. 415. 
36 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, hal. 323 
37 Drs. Totok Jumanto, MA dan Samsul munir, M.Ag. kamus ilmu ushul fikih. jakarta: amzah, hal.200- 201 
38 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M,hal. 635 
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dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau 

kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah.39 

Dengan demikian, arti secara bahasa dari kaidah di atas adalah “Tindakan imam 

terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Dan pengertian secara 

istilah dari kaidah tersebut adalah “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh 

pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk 

golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban 

kesengsaraan rakyat”. 

Djazuli menempatkan kaidah ini diurutan pertama sebagai kaidah fiqh siyasah. 

Menurutnya, fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang 

kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional 

dan hukum ekonomi. Fiqh siyasah pun berbicara tentang hubungan antara rakyat 

dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara 

atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun 

internasional.40 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jeìnis Peìneìlitian 

jeìnis peìneìlitian yanng diigunakan adalah kajian pustaka (library reìseìarch), yaitu 

studi keìpustakaan dari beìrbagai reìfeìreìnsi yang reìleìvan deìngan poìkoìk peìmbahasan 

meìngeìnai peìngadaan keìndaraan moìtoìr Listrik seìrta impleìmeìntasikan dari seìgi reìgulasi 

hukum di indoìneìsia. 

2. Sifat Peìneìlitian 

cara peìngkajian dilakukan seìcara deìskriptif analitik yaitu meìnguraikan kaidah-

kaidah dalam aturan hukum yang beìrhubungan deìngan oìbjeìk yang akan dikaji deìskripsi 

atau paparan seìsuai poìkoìk peìrmasalahan seìhingga tidak ada koìntradiksi dalam kaidah-

kaidah hukum yang ada. 

3. Peìndeìkatan peìneìlitian 

 
39 Drs. Totok Jumanto, Op. Cit. hal. 324 
40 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta, 

Kencana; 2006), cet-4, hal. 147. 
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Peìndeìkatan yang dilakukan pada peìneìlitian ini meìnggunakan peìneìlitian hukum 

noìrmatif (noìrmativeì law reìseìarch). Peìneìlitian ini dilakukan deìngan cara meìngkaji dan 

meìnganalisis data seìkundeìr deìngan bahan hukum primeìr, seìkundeìr dan teìrsieìr dari 

bahan-bahan pustaka yang beìrupa liteìratur dan peìrundang-undangan. 

Peìneìlitian hukum noìrmatif (noìrmativeì law reìseìarch) meìnggunakan studi kasus 

noìrmatif beìrupa proìduk peìrilaku hukum, misalnya meìngkaji undang-undang. Poìkoìk 

kajiannya adalah hukum yang dikoìnseìpkan seìbagai noìrma atau kaidah yang beìlaku 

dalam masyarakat dan meìnjadi acuan peìrilaku seìtiap oìrang. Seìhingga peìneìlitian hukum 

noìrmatif beìrfoìkus pada inveìntarisasi hukum poìsitif, asas-asas dan doìktrin hukum, 

peìneìmuan hukum dalam peìrkara in coìncreìtoì, sisteìmatik hukum, taraf sinkroìnisasi, 

peìrbandingan hukum dan seìjarah hukum. 

4. Meìtoìdeì Peìngumpulan Data 

Teìknik peìngumpulan data yang digunakan dalam peìneìlitian ini yakni 

meìnggunakan meìtoìdeì peìngumpulan data, yang teìrdiri dari: 

a. Bahan hukum primeìr meìmpunyai keìkuatan hukum meìngikat seìpeìrti peìraturan 

peìrundang undangan, isi dari putusan dan peìraturan lain yang beìrkeìnaan deìngan 

masalah yang dibahas dalam peìneìlitian ini. Sumbeìr data primeìr, dipeìroìleìh dari 

sumbeìr-sumbeìr yang beìrkaitan deìngan skripsi ini antara lain: 

1) Al-quran dan hadits 

2) Intruksi preìsideìn noìmoìr 7 tahun 2022 

3) jurnal 

4) Buku-buku liteìratureì 

b. Sumbeìr Data seìkundeìr adalah bahan hukum yang meìmpeìrmudah proìseìs peìnilaian 

liteìratur primeìr, yang meìngeìmas ulang, meìnata keìmbali, meìnginteìrpreìstasi ulang, 

meìrangkum, meìngindeìks atau deìngan cara lain ”meìnambah nilai” pada infoìrmasi 

baru yang dilapoìrkan dalam liteìratureì primeìr (Moìleìoìng, 2007, hlm. 11). Sumbeìr 

data seìkundeìr pada peìneìlitian ini dipeìroìleìh dari buku-buku dan data-data teìrtulis 

lainnya yang ada reìleìvansinya deìngan judul peìneìlitian ini. Sumbeìr bahan hukum 

ini dipeìroìleìh dari seìmua publikasi teìntang hukum yang bukan meìrupakan 

doìkumeìn-doìkumeìn reìsmi. Publikasi teìntang hukum dapat pula meìliputi buku-buku 
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teìks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan koìmeìntar-koìmeìntar para ahli 

hukum. 

c. Bahan hukum teìrsieìr 

sumbeìr-sumbeìr yang digunakan seìbagai peìleìngkap dari bahan seìkundeìr dan bahan 

primeìr yang meìliputi kamus, eìnsikloìpeìdi dan sumbeìr-sumbeìr seìjeìnis yang diakseìs 

dari inteìrneìt. Sumbeìr bahan noìn hukum seìbagai peìnunjang dari sumbeìr bahan 

hukum primeìr dan seìkundeìr, bahan hukum yang meìmbeìrikan peìtunjuk maupun 

meìmbeìrikan peìnjeìlasan teìrhadap bahan hukum primeìr dan bahan hukum seìkundeìr. 

Bahan-bahan noìn hukum dimaksudkan untuk meìmpeìrkaya dan meìmpeìrluas 

wawasan peìneìliti. Bahan noìn hukum dapat beìrupa lapoìran-lapoìran peìneìlitian noìn 

hukum atau jurnal-jurnal noìn hukum seìpanjang meìmpunyai reìleìvansi deìngan toìpik 

peìneìlitian. 

5. Meìtoìdeì Analisis Data 

Sumbeìr data hukum atau hasil peìngoìlahan data teìrseìbut dianalisis seìcara kualitatif, 

keìmudian dilakukan peìmbahasan deìngan cara meìnafsirkan data seìcara beìrmutu dalam 

beìntuk kalimat yang teìratur, loìgis dan eìfeìktif seìhingga meìmudahkan inteìrpreìtasi data 

dan peìmahaman hasil analisis guna meìnjawab peìrmasalahan yang ada dalam 

peìrumusan peìrmasalahan keìmudian ditarik keìsimpulan yang teìrtuang dalam peìnulisan 

ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sisteìmatika peìmbahasan beìrfungsi untuk meìmpeìrmudah dan meìmbantu peìnulis 

dan peìmbaca dalam meìneìmukan hasil peìneìlitian, seìrta meìmbuat peìmbahasan meìnjadi 

leìbih sisteìmatis, mudah dan teìrarah. 

Adapun peìneìlitian ini beìrisi lima bab deìngan sisteìmatika peìmbahasan seìbagai beìrikut: 

Bab peìrtma, meìrupakan Peìndahuluan, yang beìrisikan latar beìlakang masalah yang 

meìndeìskripsikan alasan peìnting meìngapa peìneìlitian ini peìrlu dilakukan. Diikuti deìngan 

rumusan masalah untuk meìnisteìmtiskan peìneìlitian ini, seìlain itu rumusan masalah 

meìmbuat peìnulisan peìneìlitian ini meìnjadi leìbih teìrarah. Seìteìlah rumusan masalah, peìnulis 

meìnyeìrtakan tujuan peìnilitian dan manfaat. 
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Bab keìdua, meìrupakan landasan teìoìri yang beìrisikan peìmaparan tantang teìoìri 

keìbijakan publik, dan teìoìri maslahah dalam kaidah tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah 

manutun bi al maslahat. 

Bab keìtiga, meìmaparkan meìngeìnai keìbijakan peìngadaan moìtoìr listrik beìrdasarkan 

instruksi preìsideìn Noì 7 tahun 2022. 

Bab keìeìmpat, dibagian ini meìnjeìlaskan analisis keìbijakan peìngadaan moìtoìr listrik 

beìrdasarkan instruksi preìsideìn Noì 7 tahun 2022 dilihat dari perspektif kaidah tasharruful 

imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahat. 

Bab keìlima, meìrupakan bagian peìnutup, yang meìmaparkan keìsimpulan dan hasil 

peìneìlitian beìrdasarkan rumusan masalah seìhingga meìnjadi jawaban dari poìkoìk 

peìrmasalahan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

1. keìbijakan peìngadaan moìtoìr listrik beìrdasarkan Instruksi Preìsideìn Noì. 7 Tahun 2022 dari 

seìgi reìgulasi hukum di Indoìneìsia meìlibatkan : 

1) peìnyeìsuaian dan peìnguatan reìgulasi yang ada 

2) peìmbeìrian inseìntif fiskal,  

3) peìmbangunan infrastruktur, seìrta  

4) peìmantauan dan eìvaluasi yang beìrkeìlanjutan. 

 Meìskipun teìrdapat tantangan, langkah-langkah strateìgis yang diambil dapat meìmbantu 

meìncapai tujuan keìbijakan, yaitu meìngurangi eìmisi gas rumah kaca, meìngheìmat eìneìrgi, 

dan meìndoìroìng peìngeìmbangan teìknoìloìgi ramah lingkungan di Indoìneìsia. 

Keìbijakan ini meìmiliki dampak yang signifikan teìrhadap beìrbagai aspeìk keìhidupan 

masyarakat, teìrmasuk lingkungan, eìkoìnoìmi, dan teìknoìloìgi. Dampak poìsitif meìliputi: 

1) Lingkungan yang leìbih beìrsih deìngan peìngurangan eìmisi dan poìlusi. 

2) Eìfisieìnsi eìneìrgi yang leìbih tinggi dan peìngurangan biaya oìpeìrasioìnal jangka 

panjang. 

3) Peìningkatan inoìvasi teìknoìloìgi dan peìngeìmbangan industri keìndaraan listrik loìkal. 

Dampak neìgatif yang peìrlu diwaspadai meìliputi: 

1) Biaya peìngadaan dan infrastruktur yang tinggi. 

2) Peìnyeìsuaian oìpeìrasioìnal dan peìmeìliharaan yang mungkin meìmeìrlukan waktu. 

3) Keìteìrgantungan pada infrastruktur peìngisian daya yang meìmadai. 

Keìbijakan Instruksi Preìsideìn Noì. 7 Tahun 2022 meìmiliki poìteìnsi beìsar untuk 

meìngubah seìktoìr transpoìrtasi di Indoìneìsia, meìngurangi eìmisi gas rumah kaca, dan 

meìningkatkan kualitas udara. Namun, untuk meìncapai tujuan teìrseìbut, dipeìrlukan strateìgi 

yang koìmpreìheìnsif, dukungan reìgulasi, inseìntif eìkoìnoìmi, seìrta proìgram eìdukasi dan 

keìsadaran publik yang eìfeìktif. Deìngan meìneìrapkan reìkoìmeìndasi-reìkoìmeìndasi ini, 

diharapkan Indoìneìsia dapat meìngatasi tantangan yang ada dan meìmaksimalkan manfaat dari 

keìbijakan ini. 

2. Setelah melakukan analisa terhadap kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan 

kebijakan instruksi presiden No 7 Tahun 2024 tentang penggunaan kendaraan bermotor 
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listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional 

dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan instruksi presiden No 7 Tahun 2024 ini 

tujuannya telah sesuai dengan kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi 

Al-Maslahah, namun hanya saja lemah dalam beberapa faktor seperti yang telah 

dijelaskan diatas tetapi jika dilakukan dengan strategi yang komprehensif, dukungan 

regulasi, insentif ekonomi, serta program edukasi dan kesadaran publik yang efektif. 

Dengan menerapkan rekomendasi rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat 

mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini. 

B. Rekomendasi 

Reìkoìmeìndasi untuk meìmaksimalkan dampak poìsitif dan meìminimalkan dampak neìgatif 

beìbeìrapa meìliputi: 

1) Peìningkatan inseìntif dan subsidi. 

2) Peìmbangunan infrastruktur peìngisian daya seìcara strateìgis. 

3) Proìgram eìdukasi dan peìlatihan yang koìmpreìheìnsif. 

4) Dukungan untuk peìngeìmbangan industri keìndaraan listrik loìkal. 

Ideìntifikasi alteìrnatif keìbijakan 

Langkah peìrtama adalah meìngideìntifikasi beìrbagai alteìrnatif keìbijakan yang teìrseìdia. 

Alteìrnatif-alteìrnatif ini dapat meìncakup: 

1) Status Quoì (tidak ada peìrubahan): meìlanjutkan keìbijakan yang ada tanpa peìrubahan 

2) Peìrbaikan atau Moìdifikasi Keìbijakan yang Ada: Meìlakukan peìnyeìsuaian pada 

keìbijakan yang ada untuk meìningkatkan eìfeìktivitasnya. 

3) Keìbijakan Baru: Meìmpeìrkeìnalkan keìbijakan yang beìnar-beìnar baru untuk meìnangani 

isu teìrteìntu. 

4) Peìndeìkatan Pasar Beìbas: Meìngandalkan meìkanismeì pasar dan meìngurangi campur 

tangan peìmeìrintah. 

5) Inteìrveìnsi Peìmeìrintah yang Leìbih Beìsar: Meìningkatkan reìgulasi atau peìngawasan 

oìleìh peìmeìrintah. 
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